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Dldakwa' Korup51 Pembelian Tanah Rp600 ]uta

2 Peranukat Nauarl_ Pﬂl‘lﬂll!lﬂll

Dua perangkat Nagari
Pariangan, Kabupaten Ta-

** nahdatar, Gusnaldi (34)

“dan Rober Aniza Datuk

Tantali Siti (39) yang di-
dakwa melakukan dugaan
tindak pidana korupsi yang

~ kerugian negara sebesar

Rp600 juta, diifuntut oleh
Jaksa Penuntut Umum
(JPU) pada Kejaksaan Ne-
geri (Kejari) Tanah Datar
dengan hukuman pidana
selama lima tahun kuru-
ngan penjara.

Tak hanya itu saja, ke-
dua terdakwa juga diwa-
jibkan membayar denda
sebesar Rp200 juta, yang

_bila tidak dibayar maka

- diganti "dengan hukumanf
‘pidana penjara selama
. enam bulan. Bahkan, para

terdakwa juga diperintah-

.« kan untuk, membayar uang

~pengganti sebesar Rp300
_juta, jika tidak dibayar,

maka seluruh harta ke-
kayaan akan dilelang untuk
negara. Namun apa bila
tidak mencukupi maka di-

ganti dengan :hukuman

p1dana pen]ara selama
satu tahun penjara.

_ “Perbuatan para ter-
dakwa tidak mend ung

program pemerintah; da-

lam memberantas korupsi.
Perbuatan para terdakwa,
telah merugikan keuanoan
negara dalam hal ini, UPK

‘Pariangan sebesar Rp600
‘juta,” Kata JPU Fitria Putri

Sari, Nelsa Fadila, bersama
tim, saat membacakan
amar tuntutannya, di Pe-

" ngadilan Tindak Pidana

Korup51 (Tipikor) pada Pe-
ngadilan Negeri Kelas 1A
Padang, Senm (18/1).

]PU menambahkan,
perbuatan kedua terdakwa
melanggar pasal 2 ayat (1)
jo pasal 4, jo pasal 18 Un-

"dang-Undang nomor 31

tahun 1999. Tentang pem-
berantasan kortpsi, seba-
gaimana telah diubah dan
ditambah Undang-Undang
nomor 20 tahun 2021, ten-
tang perubahan atas Un-
dang-Undang Nomor 31ta-
hun 1999, tentang pembe-

: '{'rantasan korup

; bang ‘Antasena.-

jo p
55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kedua terdakwa .yang

chdampmgl Penasihat Hu-

kum (PH) Riefia Nadra,
Devi Dlany, Ine Sari Dewi,
dan bersama tim, akan
mengajukan nota pembe-
laan (pleidoi) pada persi-
dangan pekan depan. Si-

dang yang diketuai oleh’

Yose Ana Roslinda dengan
didampingi hakim anooota

M.Takdir dan Zaleka, mem-.

berikan kesempatan untuk
mengajukan pleidoinya.
Sebelumnya . dalam
dakwaan JPU dijelaskan,
terdakwa yang merupakan
Ketua Unit Pengelola Ke-
giatan -(UPK) Kecamatan

“Partangan PNPM Mandiri
Pedesan, Kabupaten Tanah

Datar, tahun 2015. Saat itu,
PNPM Kecamatan Paria-
ngan, Kabupaten Tanah
Datar, melakukan pembe-
lian tanah, dengan sertifikat
hak milik nomor 297. Di-
mana tanah tersebut ber-
lokasi di Nagari Tabek, Ke-
camatan Panancran Kabu-

.paten Tanah Datar se-
harga Rp600 juta, dari se-

seorang bernama . Bam-

Pasalnya hal tersebut
sesuai dengan perjanjian
surat jual antara Badan
Ker]asama Antar Nagari
(BAKN), yang ditanda tangi
oleh Rober Aniza Datuk
Talantai Siti (berkas terpi-
sah), selaku Kaur Perenca-
naan Pe'mxe,rmtahaan Na-
gari Tabe atau ketua BKAN
dan terdakwa Gusnaldi.

Pada tanggal 20 Febuari
2015, diadakan rapat -Mu-
syawarah Antar Nagari
(MAN), yang dilakukan di
gedung Lembaga Kera-
patan Adat Alam Minang-
kabu (LKAAM). Rapat ter-
sebut sebenarnya memba-
has tutup buku akhir tahun,

“dan bukan rapat pembehan
* tanah yang luasnya 2.400M2.

Sehingganya terdakwa
Gusnaldi dan Rober Aniza
Datuk Tantali Siti (berkas
terpisah), memalsukan.
Terdakwa Gusnaldi dan
Rober Aniza Datuk Tantali

4

efkaé—fér};iééh), mem-
beli tanah tanpa pesetujuan

MAN. Pasalnya, tanah yang*
-dibeli tersebut, termasuk’
“Rencana Anggaran Pen-

dapatan dan Biaya (RAPB)
UPKT tahun 2015,
Selain itu, pembelian
tanah tersebut dilakukan
dengan menggunakan da“
na Simpan Pinjam Perem-
puan (SPP), vang seha-
rusnya dwuhrkan kepada
masvmakat Sehmooam/a
tanah tersebut men]adl
permasalahan. Setiap dila-
kukan. pertemuan rapat,
terdakwa mengaku kalau
sertifikat tanah 'berada
dalam jaminan Bank Mega

'Bukxttmgg1 dan tanah ter-

sebut sudah dlbahk ima-
kan menjadi Paulo Rocke

- Namun Gusnaldi terdakwa

dan Rober Aniza Datuk
Tantali Siti (berkas ter-
pisah) tetap membelinya.

Setelah tanah tersebut
dilakukan pelunasan ke-
pada Bank Mega cabang
Bukittinggi, sertifikat tanah

_tersebut dibawa ke notaris

dan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), guna mem-
proses peralihan hak dan
didaftarkan ke Badan Per-

tanahan Nasioal (BPN),

untuk dicatat. Pasalnya,
UPK tidak memihkl badan

dapat melakukan permo-
honan hak, milik atas ta-
nah. Selain itu, perahhan
atas sertifikat hak milik
nomor 297, tidak dapat
dilakukan karena, tanpa
pelepasan hak dari pemilik
sertifikat, yaitu Paule Ricke.

Berdasarkan laparan
hasil Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) telah ter-
dapat kerugian Negara
sebesar Rp600 juta. Di-
mana jumlah tersebut me-
rupakan total, dari dana
SPP yang dikeluarkan un-
tuk pembelian aset yang
hak miliknya tidak dipero-
leh cleh Negara. Perbua-
tan telah melanggar keten-
tuan dan undang-undang.
(crl)
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